



AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MENGENAI 














NIM : 12213004 
 
 










AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MENGENAI 





Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi  
Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum  





Disusun oleh : 
NANDA HANTARA 
NIM : 12213004 
 
 









Laju perkembangan perkreditan di Indonesia menuntut adanya sistem 
peraturan hukum yang efisien, jelas dan tepat sasaran dalam setiap pembuatan 
perjanjiannya serta dapat melindungi hak-hak para pihaknya, baik dari pihak 
kreditur maupun debitur. Pada prakteknya hubungan pinjam-meminjam ini dapat 
dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan berupa perjanjian kredit. Adapun 
yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian atau kesepakatan 
pinjam-meminjam yang dibuat antara bank dengan nasabah atau debiturnya 
tentang pemberian kredit atau pembiayaan yang mewajibkan nasabah atau debitur 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 
atau imbalan bagi hasil. Dengan adanya perjanjian pinjam-meminjam ini muncul 
suatu hubungan hukum, yaitu hubungan hutang piutang di mana ada hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik debitur maupun 
kreditur. 
Hubungan hukum tersebut akan berjalan dengan baik apabila kedua 
belah pihak dapat menjalankan  semua kewajibannya  tepat pada waktu  yang 
diperjanjikan  dan apabila  hubungan  hukum  itu tidak  berjalan  dengan  lancar  
maka perjanjian  kredit merupakan alat bukti yang kuat bagi kreditur. Dengan 
demikian untuk lebih memberikan kepastian hukum maka perjanjian kredit 
tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis dalam akta notariil. 
Sebagaimana  diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang  Hukum 
Perdata (KUH Perdata), akta notariil merupakan akta otentik apabila dibuat 
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oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, dibuat sesuai dengan bentuk yang 
telah ditetapkan oleh Undang-undang dan dibuat di wilayah kerja Notaris yang 
berwenang. Apabila ketentuan ini diabaikan oleh banyak pihak termasuk oleh 
Notaris sendiri maka akibatnya sebuah akta akan kehilangan otentisitasnya. 
Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian namun pada 
kondisi tertentu sering ditemui perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
Namun  dalam  pelaksanaannya  perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah 
(KPR)  sering  ditemui  permasalahan  diantaranya  adalah  pemindahan  hak atas 
objek KPR yaitu rumah, yang dilakukan di bawah tangan oleh debitur kepada 
pihak lain sebelum KPR tersebut lunas tanpa sepengetahuan pihak bank atau 





Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada 
debitur untuk membeli tanah dan/atau bangunan guna dimiliki dengan membayar 
angsuran cicilan kepada bank pemberi kredit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan perjanjian over kredit (alih debitur) secara dibawah 
tangan terhadap keabsahan  kepemilikan  rumah  objek  KPR. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa dalam perjanjian pengalihan kredit (over credit) secara 
dibawah tangan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja dalam hal 
ini pihak penjual dan pembeli, dimana pihak bank tetap hanya mengakui pihak 
penjual sebagai debitur bank yang sah sehingga pihak pembeli selaku penerima 
pengalihan kredit tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang kuat. 
 





Credit home equity loan are loans given by banks to customers for purchase of 
land and / or buildings owned in order to pay installments to the bank mortgage 
lenders. this study has the objectives to determine the effect of take over contract 
of credit home equity loans in unauthentic deeds towards the legitimacy of credit 
home loans house ownership and the legal protections that may be applied to 
the   parties of the take over credit contract. The result of research indicate that 
take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds only applies 
to the parties that made the agreement, in this case the seller and the buyer, 
whereby the bank will only acknowledge the seller as the legitimate bank debtor, 
thus, the buyer as the recipient of the take over credit will not obtain an adequate 
legal protection. Moreover, a notary has the obligation to recommend, suggestions 
and inputs for the seller as well as the buyer with the intention that the take over 
credit contract is produced through means of authentic certification.. 
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4.1     Kesimpulan 
          Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain : 
a. Meskipun para pihak membuat akta di hadapan notaris dalam hal 
pengalihan kredit rumah ke pihak ketiga (over credit) tanpa persetujuan 
bank maka akta notaris tetap mempunyai kekuatan eksekutorial 
sebagaimana halnya putusan hakim. Akta notaris merupakan akta 
otentik yang memberikan kepada para pihak atau mereka yang 
memperoleh hak dari para pihak itu, suatu bukti yang sempurna tentang 
apa yang dibuat/ dilakukan di dalamnya menjamin kepastian tanggal, 
waktu, dan tempat. Ini berarti bahwa akta otentik mempunyai kekuatan 
bukti sedemikian rupa, karena dianggap melekatnya pada akta itu 
sendiri, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bagi hakim. 
b.  Pengalihan rumah di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi 
hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah 
itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank, sehingga 
Bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti kerugian 
pembatalan atas jual beli rumah oleh debitur lama yang dilakukan di  
bawah tangan dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.  




kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank. Dengan 
demikian akta yang dibuat Notaris sebagai terlampir merupakan 
perbuatan hukum. 
4.2     Saran 
1) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 bahwa 
perjanjian itu diartikan sebagai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih, saran saya sebaiknya ada pembaharuan terhadap 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata supaya mudah di pahami oleh 
masyarakat luas. 
2) Peningkatan ketelitian penerapan prosedur dalam pemberian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) sebagai upaya pencegahan pengalihan 
perjanjian KPR yang dilakukan di bawah tangan, mengingat masih 
adanya masyarakat yang terkena imbasnya, dalam penegakannya hukum 
harus mempertimbangkan berbagai faktor lain diluar hukum yang 
mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk taat terhadap hukum. 
3) Sosialisasi kepada masyarkat dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) selaku pemerintah, dan pihak Bank sendiri melalui 
media hiburan, seminar dan melalui penyebaran brosur mengenai 
prosedur pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada 
masyarakat atau bahkan tayangan iklan agar masyarakat paham 










A. Abdurrahman,   Ensiklopedia   Eknomi  Keuangan  Perdagangan,  Pradnya  
Paramita, Jakarta, Tahun 1993. 
Dahlan  Slamet,  Manajemen  Lembaga  Keuangan,  Intermedia,  Jakarta,  Tahun  
1995. 
Gatot   Supramono,   Perbankan  dan  Masalah  Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis,  
Djambatan, Jakarta, Tahun 1996. 
 
Habib Adjie, Hak Tanggungan  sebagai  Lembaga  Jaminan Atas Tanah, Mandar  
Maju, Bandung, Tahun 2000. 
Hasanuddin  Rahman,  Aspek-aspek  Hukum Pemberian Kredit  Perbankan di  
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1995. 
Imam Syakir,  Soedarjanto, Dasar-dasar Moneter  dan Perbankan Bagian Dua,  
Surabaya, Tahun 1983. 
J. Vernon  Henderson  and  William  Poole,  Principle  of  Economic,  D.  C.  
Heth and Company,  Lexington, Massachussets, Toronto, Tahun 1991. 
 
J.   Satrio,   Hukum   Jaminan,   Hak-hak   Jaminan   Pribadi,  Citra  Aditia  Bakti,  
Bandung, Tahun 1996. 
 
Mariam  Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, Tahun  
1994. 
Mucdarsyah   Sinungan,   Kredit   Seluk   Beluk   dan   Pengelolaannya,  Tograf, 
Yogyakarta, Tahun 1990. 
 
Munir  Fuady,  Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra  
Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2001. 
Muhammad   Djumhana,   Hukum   Perbankan   di   Indonesia,  Citra   Aditya   
Bakti, Bandung, Tahun 2000. 
Munir  Fuady,  Hukum  Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun  
1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1999. 
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Kencana  Prenada  Media   Group,  
Jakarta, Tahun 2007. 
Purwahid  Patrik,  Asas-asas  Itikad  Baik  dan   Kepatutan  Dalam   Perjanjian,  






R. Setiawan,  Pokok-pokok  Hukum Perikatan,  Bina  Cipta,  Bandung,   Tahun 
1994. 
R.  Subekti,   Jaminan-jaminan   untuk   Pemberian   Kredit  Menurut  Hukum 
Indonesia. Alumni. Bandung. Tahun 1986. 
S. Kertopati, dkk, Kamus Perbankan, Institut Bankir, Jakarta, Tahun 1980. 
Soebekti, Aneka Perjanjian,  Intermasa, Jakarta, Tahun 1992. 
Sutarno,  Aspek-aspek  Hukum  Perkreditan  Bank,   Alfabeta,   Bandung,  Tahun 
2003. 
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang  
Bagi  Para   Pihak  Dalam  Perjanlian  Kredit  di  Indonesia,  Tograf, 
Yogyakarta, Tahun 1993. 
Thomas  Suyatno,  dkk,  Kelembagaan  Perbankan,  Gramedia  Pustaka  Utama,    
Jakarta, Tahun 1993. 
Thomas  Suyatno,  Dasar-dasar Perkreditan, Cetakan ketiga Gramedia, Jakarta,  
Tahun 1990. 
Victor   M.   Situmorang   dan   Cormentyna   Sitanggang,   Grosse   Akta   Dalam 
Pembuktian   dan   Eksekusi,  Cetakan  1, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun  
1993. 
Widjanarto,  Hukum  dan  Ketentuan  Perbankan  di  Indonesia,  Balai  Pustaka  
Utama Grafity. Jakarta, Tahun 1993. 
Zainal  Asikin, Pokok-pokok  Perbankan di Indonesia,  Raja  Grafindo Persada,  
Jakarta, Tahun 1997. 
 
Perundang-undangan 
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang  Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak  
Pemindahan  Hak  Atas Tanah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14  
Tahun 1982, Diktum Kedua. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan 
oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta, tahun 
2001. 
Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004. 





Republik Indonesia, Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 117 Tahun 2004, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor. 4432. 
Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5491 
 
Majalah 
A.   Qiram   Syamsudin   Meliala,   Pokok-pokok   Hukum   Perjanjian   Beserta  
Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1985. 
Abdulkadir Muhammad, Jaminan dan Fungsinya, Gema Insani Pers, Bandung,  
Tahun 1993. 
Edy  Putra  The  Aman,  Kredit   Perbankan   Suatu   Tinjauan   Yuridis,   Liberty,  
Yogyakarta, Tahun 1989. 
Harpendi  Harahap,  “ Varia  Peradilan Tahun XV  Nomor  179 ”, Grosse  Akta  
(Suatu  Masalah  Hukum  Dari  Ikatan Kongres Notaris Indonesia Ke XVII,  
(Agustus 2000) : 133. 
Marzuki Usman, Keuangan dan Perbankan Indonesia, Infobank & ISEI, Jakarta,  
Tahun 1989. 
Mudofir  Hadi, “ Varia  Peradilan  Tahun VI Nomor 72 ”, Pembatalan  Isi  Akta  
Notaris “Dengan   Putusan Hakim” (September 1991) : 142-143. 
Soerjono  Soekanto  &  Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan  
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2010. 
Suharjono, “ Varia  Peradilan  Tahun  XI  Nomor 123 ”,  Sekilas  Tinjauan  Akta  
Menurut  Hukum (Desember 1995) : hal. 136. 
